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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pengelolaan perusahaan kini kerap dipisahkan dari kepemilikan 

perusahaan yang sejalan dengan teori agensi. Teori agensi memaparkan 

hubungan atau kontrak antara pemilik dengan agen (manajer). Hubungan 

tersebut antara lain pemilik memberikan tanggung jawab atas pengelolaan 

perusahaannya kepada manajer dengan harapan manajer akan memenuhi 

keinginan pemilik. Namun, akibat dari pemisahaan fungsi kepemimpinan 

antara pemilik dan manajer memicu munculnya konflik keagenan (Jensen, 

1976). Solusi atas konflik tersebut diperlukan hubungan keagenan yang 

berfungsi mengaitkan antara pihak pemilik dan manajer untuk mencapai 

maksimalisasi utilitas yang diinginkan pemilik dan memberikan insentif 

sebagai kompensasi atas kinerja manajer. Pada dasarnya, utilitas yang 

didapatkan baik oleh pemilik maupun manajer bergantung pada seberapa baik 

kinerja perusahaan yang mampu dikelola oleh perusahaan (Lambert, 2001).  

Praktik tata kelola perusahaan yang baik pertama kali dicetuskan oleh Sir 

Adrian Cadbury ialah sistem yang menghadapkan dan memegang kendali 

perusahaan supaya sejalan dengan tujuan stategis perusahaan. Sistem tersebut 

yang kemudian menata hubungan antara dewan direksi, prinsipal, karyawan, 

serta pihak internal dan eksternal lain yang memiliki kaitan dengan  hak dan 

kewajiban mereka pada perusahaan menurut peraturan yang berlaku (Cadbury, 

1992). Good corporate governance diharapkan mampu mencapai 
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maksimalisasi keuntungan yang diterima perusahaan. Namun semakin besar 

keuntungan perusahaan akan sebanding dengan jumlah pajak yang harus 

dibayarkan. Perusahaan menganggap pajak merupakan beban perusahaan, 

sehingga perusahaan perlu adanya kegiatan yang dapat mengatur besarnya 

pajak perusahaan agar dapat diminimalisir guna memperoleh likuiditas dan 

laba yang diinginkan disebut dengan manajemen pajak (Kurniasih, 2017).  

Manajemen pajak merupakan strategi menekan kewajiban pajak 

perusahaan secara legal dapat dilakukan melalui beberapa fungsi, salah satunya 

yaitu melalui fungsi perencanaan pajak (tax planning). Tax planning 

merupakan jenjang pertama dalam upaya menekan kewajiban pajak 

perusahaan. Dalam tax planning terdapat definisi yang biasa digunakan, yaitu 

tax avoidance juga tax evasion (Suandy, 2006). Tax planning yang 

diperbolehkan secara hukum (legal) yakni tax avoidance (penghindaran pajak). 

Dalam penelitian ini menggunakan tax avoidance daripada tax sheltering atau 

tax aggressiveness karena bermaksud untuk menyampaikan bahwa perusahaan 

yang tidak sedang melakukan kegiatan yang tidak etis (Dyreng et. al., 2008).   

Indikator pertama yang digunakan pada penelitian ini ialah kepemilikan 

institusional. Keberadaan kepemilikan institusional diperlukan di perusahaan 

sebagai pihak eksternal yang mampu menambah peran pengamat, pengawas 

dan mampu mempengaruhi keputusan maupun menghalau tindakan 

oportunistik manajer serta meredakan konflik yang muncul pada perusahaan 

tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Mendukung hal tersebut juga terdapat 

dalam penelitian Waluyo (2017) yang berpendapat bahwa kepemilikan 



3 

institusional mampu menganalisis informasi dan memiliki motivasi yang kuat 

untuk mengontrol kuatnya operasional perusahaan.  

Indikator kedua dalam penelitian ini ialah umur perusahaan yang diukur 

dari sejak kapan perusahaan pertambangan tersebut masuk dalam daftar Bursa 

Efek Indonesia. Umur perusahaan juga berpengaruh dalam mengatur seberapa 

besar laba bahkan pajak yang ingin dibayar oleh perusahaan (Dewinta, 2016). 

Seiring lamanya perusahaan berdiri maka akan menurunkan efisiensinya, 

sehingga perusahaan harus mengurangi biaya-biaya termasuk pajak 

perusahaannya. Semakin lama sebuah perusahaan berdiri maka semakin 

banyak pengalaman yang dimiliki sehingga menyebabkan tingginya 

kecenderungan untuk melakukan praktik manajemen pajak yakni tax 

avoidance (Loderer, 2010). 

Faktor yang juga dapat mempengaruhi adanya perilaku tax avoidance di 

suatu perusahaan ialah likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang digunakan 

untuk menganalisa laporan keuangan perusahaan guna menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

termasuk kewajiban perpajakannya. Pada tingkat likuiditas yang tinggi 

membuat perusahaan menjadi semakin berhati-hati, karena tingginya rasio 

likuiditas mencerminkan tingginya aset lancar perusahaan yang menyebabkan 

beban pajak perusahaan juga ikut meningkat. Dampak dari tingginya beban 

pajak perusahaan mengakibatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan 

upaya tax avoidance. Meski tingkat likuiditas perusahaan tinggi dan 

menggambarkan bahwa perusahaan mampu membayar beban pajaknya, namun 
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perusahaan cenderung melakukan praktik tax avoidance agar beban pajak 

perusahaan menjadi berkurang (Putri, 2017) 

Kegiatan yang memiliki kecenderungan menimbulkan tax avoidance 

lainnya ialah intensitas modal perusahaan. Intensitas modal merupakan 

kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan menginvestasikan aset tetap 

dan persediaan. Pada penelitian ini intensitas modal merupakan rasio keuangan 

menggunakan investasi aset tetap. Kegiatan investasi aset tetap tersebut 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas mereka melalui 

kegiatan penyusutan aset tetap. Perusahaan menggunakan biaya penyusutan 

aset tetap perusahaannya sehingga menjadi pengurang atau deductible 

expenses dalam penghasilan perusahaan yang menyebabkan laba perusahaan 

berkurang. Intensitas modal juga dapat diartikan sebagai kemampuan 

perusahaan dalam kegiatan pendanaan untuk aktivitas operasi dan aset guna 

maksimalisasi keuntungan perusahaan. Semakin banyak investasi perusahaan 

dalam bentuk aset tetap maka akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar 

perusahaan sehingga mendorong terjadinya praktik tax avoidance (Indradi, 

2018). 

Indikator lain yang dapat mempengaruhi terjadinya tax avoidance pada 

perusahaan ialah kompensasi rugi fiskal yaitu fasilitas pengalihan kerugian 

perusahaan dari suatu periode ke periode lain dengan maksud perusahaan yang 

sedang mengalami kerugian tidak akan dikenai beban pajak penghasilan. Hal 

ini telah diatur pada UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) tentang pajak 

penghasilan, yakni “Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan 
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sebagaimana pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut 

dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-

turut sampai dengan 5 (lima) tahun”. Sehingga selama lima tahun perusahaan 

terhindar dari pembayaran pajak dan memunculkan kesempatan bagi 

perusahaan untuk melancarkan praktik tax avoidance pada perusahaannya. 

Fenomena yang belum lama ini menjadi topik menarik terkait praktik 

penghindaran pajak datang dari industri sektor pertambangan dari sub sektor 

batu bara. Menurut BP Energy Outlook 2018, hingga kini Indonesia merupakan 

produsen batu bara terbesar nomor lima di dunia. Menurut data dari Badan 

Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit 

rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per 

tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun. Di balik fantastisnya nilai 

ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi 

pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan tax 

ratio yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara 

(minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara tax ratio nasional pada 

2016 sebesar 10,4%. Rendahnya tax ratio tidak bisa dilepaskan dari 

permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran 

pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan 

sistem perpajakan yang ada. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib 

pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak 

yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan 
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yang melapor. Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor minerba, terutama batu 

bara, masih jauh dari potensi yang sesungguhnya (Katadata.co.id, 2019). 

Para peneliti terdahulu telah melakukan serangkaian penelitian yang 

menguji karakteristik corporate governance yang diproksikan dengan 

kepemilikan institusional terhadap tax avoidance menunjukkan hasil yang 

beragam. Penelitian Mulyani (2018) menunjukkan bahwasanya kepemilikan 

institusional yang diuji dengan tax avoidance menunjukkan hasil yakni 

berpengaruh positf. Namun, hasil dari penelitian Waluyo (2017) menunjukkan 

tidak adanya pengaruh yang muncul antara variabel kepemilikan institusional 

dengan tax avoidance. Sedangkan penelitian Subagiasta (2016) menunjukkan 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

Dewinta (2016) menganalisis variabel umur perusahaan dengan tax 

avoidance dan menunjukkan hasil keduanya berpengaruh positif. Sedangkan 

menurut Permata (2016), variabel umur perusahaan tersebut tidak berpangaruh 

terhadap tax avoidance. 

Cahyanti (2017) menganalisis pengaruh likuiditas terhadap tax 

avoidance dan mendapatkan hasil keduanya tidak saling berpengaruh. 

Sedangkan Penelitian Indradi (2018) menunjukkan hal sebaliknya yakni 

likuiditas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Penelitian Astrianti (2018) mengenai intensitas modaldan tax avoidance 

menunjukkan hasl bahwa keduanya saling berpengaruh secara negatif. Namun, 

hasil penelitian Indradi (2018) menunjukkan bahwa intensitas modaltidak 

mempengaruhi tax avoidance. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan 
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Sandra (2017) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif 

terhadap praktik tax avoidance. 

Situmorang (2018) menganalisis kompensasi rugi fiskal terhadap tax 

avoidance menunjukkan hubungan negatif antara intensitas modal terhadap tax 

avoidance. Sedangkan hasil penelitian Munandar (2016) menunjukkan hasil 

kompensasi rugi fiskal tidak mempengaruhi tax avoidance. Namun hasil 

penelitian yang dilakukan Fadila (2017) menunjukkan bahwa kompensasi rugi 

fiskal berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil empiris yang menunjukkan 

kurangnya konsistensi hasil penelitian sebelumnya. Dengan demikian peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepemilikan institusional, umur 

perusahaan, likuiditas, intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal terhadap 

tax avoidance yang dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dasar pemaparan latar belakang masalah telah diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Apakah 

Kepemilikan Institusional, Umur perusahaan, Intensitas modal, Likuiditas dan 

Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap praktik Tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2016-2018“? Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan 

dengan bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap Tax 

avoidance? 

2. Bagaimanakah pengaruh umur perusahaan terhadap Tax avoidance? 

3. Bagaimanakah pengaruh intensitas modal terhadap Tax avoidance? 

4. Bagaimanakah pengaruh likuiditas terhadap Tax avoidance? 

5. Bagaimanakah pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap Tax avoidance? 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini diperlukan batasan masalah guna menghidari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pembahasan masalah agar tujuan penelitian 

tercapai sesuai harapan peneliti. Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan 

institusional,  umur perusahaan, likuiditas, intensitas modal dan kompensasi 

rugi fiskal memiliki terhadap praktik tax avoidance pada Perusahaan 

Pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 

2018 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka beberapa tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Melakukan pengujian dan analisi menggunakan aplikasi SPSS untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh kepemilikan institusional, umur 

perusahaan, intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal terhadap praktik 

tax avoidance. 
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2. Untuk mengetahui efektifitas kepemilikan institusional, umur perusahaan, 

intensitas modal, likuiditasdan kompensasi rugi fiskal sebagai suatu sistem 

pengendalian terhadap praktik tax avoidance. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran 

mengenai kondisi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

BEI pada periode 2016-2018 dan dapat dijadikan tambahan kontribusi 

atas mengenai tax avoidance. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau 

referensi untuk penelitian berikutnya mengenai pengaruh kepemilikan 

institusional, umur perusahaan, intensitas modal, likuiditas dan 

kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai salah satu rujukan dalam menentukan kebijakan perusahaan 

mengenai perpajakan. 

b. Bagi investor, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan untuk 

memberikan pemahaman mengenai keputusan investasi melalui 

kegiatan tax avoidance perusahaan pertambangan dengan 
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menganalisis kepemilikan institusional, umur perusahaan, likuiditas, 

intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal. 

3. Kontribusi kebijakan 

Bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini 

diharapkan mampu berkontribusi dalam pembuatan peraturan dalam 

upaya-upaya yang bertujuan untuk meminimalisir kesempatan serta usaha 

wajib pajak badan melakukan tax avoidance.
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